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QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR: T TAHUN 2006

TENTANG

BANTUAN KEUANGAN PADA PARTAI POLITIK

DALAM KABUPATEN NAGAN RAYA

DENGAN RAHIMAT ALLAT YANG MAHA KUASA

b.

BUPATI NAGAN RAYA

bahwa dalam rangka melaksanakan Peaturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 29 Tahun 2005 wentang Bantuan Kcuun@n Kepada
Partai Politik dipandang perlu untuk diberikan bantuan kepada Partal
Politik yang terwakili dalam Keanggotaan Dewan Perwakilan Rakyat

Dacrah Kabupaten Nagan Raya;

bahwa untuk menjamin akuntabilitas responsibilitas dan transparansi
publik maka terhadap bantuan tersebut perlu disusun dan: dibentuk
dulam suatu Ketentuan yang sifatnya mengikat dan sesuai dengan

mekanisme peraturan perundang-undangan yang berlakug

bahwa dalam rangka membantu Kegiatan dan kelancaran administrasi
dan / atau sckretariat partai politik, Pemerintah memberikan Bantuan

Keuangan kepada Partai Politik:

bhahwa berdasarkan pertimbangan pada hurul a, hueal b dan hueal ¢ &

atas. perlu ditetaphan dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya:

Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyclenggaran
Keistimewaan Propinsi Dacrah Istimewa Acch (Lombaran Negara
Republih tndonesia Tahun 1999 Nomor 172, Fambahan Lembaran

Negara Nomor J893);

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi
Propinsi Dagrah Istimewa Acch scbagai Provinsi Nanggroe Acch
Darussalam (Lembaran Negara Republik  Indonesia Tahun 2001
Nomor 114, Tambahan | embaran Negara Nomor 4134); 2

Dipindai dengan CamScanner



AT

1 Undung-ljndung Nomor 4 “Tahun 2002 (cntang  Pembentukan
Kabupaten Acch Barat Daya, Kabupaten Gayo Lucs, Kabupaten Acch,
Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di
Provinsi Nanggroe Acch Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002

Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik;

5. Undang-Unding Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Dacrah dan
Dewan Perwakilan Rakyat Dacrah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan  Lembaran Negara

Republik Indonesia Nomor 4277);

6.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang  Pembentukan
Peraturan  Perundang-undangan  (Lembaran Negara  Tabun 2004

Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437);

8.  Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 (cntang Perimbangan

Keuangan antara  Pemerintah Pusat  dan  Pemcrintahan Dacrah
(Lembaran Negara Republik Indonesia ‘Tahun 2004 Nomor 120,

Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438),

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 1951 tentang Lambang
(Lembaran Negara Tahun 1951 Nomor [11, Tambahan Lembaran

Ncgara Nomor 170);

10. Peraturan Pemerindah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1958
tentang Penggunaan Lambang Negara (Lembaran Negara Tahun 1958

Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 16306);

11, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2000
tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi scbagai
Dacrah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan

Lembaran Negara Nomor 3952);

12. Peraturan Pemerintah  Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001

tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyclenggaraan Pemerintah
Dacrah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41,

Tambahan Lembaran Negara Republik [Indonesia Nomor 4090);
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antuay Keuangan kepada Porto ML £ 5 -
(5) Bantu gan Kepada Pora; politik yang mendapat kursi di Dewan Perwakilan Rakyal

acrah Kabupaten Nagan Rava ik it |
dacrah Kabu paten Nagan Raya tidak melebibie  jumlah bantua Kevangan yang diberikan

kepada Partai politik “Tingkat Provinsi;

Pasal 5
(1) Anggaran Bantuan Kcuangan Kepada Partai Politik yang terwakili di Dewan Perwakilan

Rakyat Kabupaten Nagan Raya harus sclaly mengacu pada’ ketentuan perundang-undangan

yang berlakug
(2 Anggarn Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang terwakili di Dewan Perwakilan
| v
' Rakyat Kabupaten Nagan Raya dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacral

Kabupaien Nagan Raya pada tahun anggaran berjalan:

BAB IV
TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

. Pasal 6 .

r(l) Pengajuin Bantuan Keuangan dilakukan oleh Dewan Pimpinan Dacrah Partai Politik dx:
lingkat Ilabupaten atau scbutan lainnya yang sah kepada Bupati Nagan Raya;

(2) Pengaju:n Bantuan Keuangan scbagaimana dimaksud pady ayat (1) ditandatangani oleh Ketua
dan Sckretaris dari Partai Politik yang bersangkutan d@ngun sepengetahuan dari Anggota
Partai Politik yang terwakili di Dewan Perwakilan Rakyay Dacrah atau scbutan lainnya yang
sah;

(3) Pengaju: n Bantuan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) di atas. harus dilengkapi  dengan

dokumei pengesahan dari Komisi Pemilihan Umum Dacral Kabupaten Nagan Raya;

BAB V
PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 7

Yerahan Banqyan Keuangan kepada Partai Politik discrahkan oleh Bupati Nagan Raya atau oleh
lugas y

g Jitunjuk kepada  Ketua atuu Bendaharan Partai Politik yang bersungkutan  atau
uan lainny yang sah dengan dilengkapi dokumen-dokumen yang diperlukan untuk itu sesuai .

: BN Ketengy 4, peraturan perundang-undangan yang berluku;
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BAL VI
LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN;
Pasal 8

(3) Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik yang
terwakili di Dewan Perwakilan Rakyal Dacrah Kabupaten Nagan Raya disampaikan
kepeda Bupati Nagan Raya sctiap akhir Tahun Anggaran;

(4) Penvusunan Laporan Pertanggungjawaban dilakukan olch Partai Politik yang bersangkutan
dengan sclalu: memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku
schingga pertanggungjawaban yang diberikan dapat dipertanggungjawabkan sesuai dengan
ketentuan pertanggungjawaban administrasi keuangan yang berlaku;

BAB VI |
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 9
Bantuan Kcuangan kepada Partai Politik dalam Kabupaten Nagan Raya diberikan terhitung scjak
Tahun Anggaran 2005;
BADB VIII
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10
Hal-hal yang bclum diatur dalam Qanun ini, scpanjang mengenai pelaksanaannya diatur Iebih lanjut
dengan ketentuan tersendiri;
Pasal 10
Qanun ini muiai berlaku pada tanggal pengundangannya.
Agar sctiap o1ang mengctahuinya memerintahkan pengundangan Qanun ini dalam Lembaran Dacrah

Kabupaten Nagan Raya;
Ditctapkan di : Suka Makmue,
pada tanggal . __S5 Januari 2006 M
5 Dzulhijjah 1426 H

/{’j. BUPATI NAGAN R,wyi)/
: “~ DRS. T. ZULKARNAINI

D

Diundangkan di Suka Makmuc: )

pada tanggal 11_Januari_ 2006 M
I'l Dzulhigjah 1426 H

= An, BUPATI NAGAN RAYA
4 EKRETARIS DAERAH KABUPATEN,

E

Pembinan Utama Muda
NIP, 010 165 398

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN NAGAN RAYA TAIHUN 2006 NOMOR : 4

Dipindai dengan CamScanner




